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PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa peran
Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa sertipikat ganda
(overlapping) hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian Hukum di
wilayah Kota Ambon dibagi menjadi jalur non litigasi dan jalur litigasi.
Kantor Pertanahan Kota Ambon telah menangani 3 (tiga) kasus pertanahan
yang terdiri dari 1 (satu) sertipikat ganda hak milik atas tanah yang berada di
kecamatan sirimau pada tahun 2016 melalui jalur litigasi dan 2 (dua)
sertipikat hak milik atas tanah yang bersertipikat overlapping berada di
kecamatan sirimau pada tahun 2014 melalui jalur non litigasi dan di
kecamatan baguala pada tahun 2017 melalui jalur litigasi.

Sertipikat ganda (overlapping) hak milik atas tanah dapat di pengaruhi
oleh faktor ekternal dan internal. Faktor eksternal yaitu kesalahan pemilik
tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik sehingga
patok tanah menjadi hilang, adapun juga karena bencana alam, selain itu juga
adapun faktor kerusuhan yang terjadi di Ambon dari tahun 1999-2004 yang
menyebabkan kebakaran dimana-mana dan kebakaran juga terjadi di Kantor
Pertanahan itu sendiri sehingga pada saat itu berkas-berkas pun terbakar atau
menjadi lenyap. Faktor internal yaitu kesalahan pihak Kantor Pertanahan

karena system pada waktu itu belum sangat mendukung (masih manual) hal
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ini yang menyebabkan data yang tidak tersimpan dengan baik dan tidak valid

dan untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta tanah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan maka
penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan harusnya memeriksa kembali data-data yang masih
ada di Kantor Pertanahan. Jika ada kesalahan dari data tersebut maka
Kantor Pertanahan perlu melakukan sosialisasi kepada warga
masyarakat di wilayah Kota Ambon.

2. Bagi masyarakat yang kehilangan sertipikat dikarenakan faktor
kerusuhan harus melaporkan kepada Kantor Pertanahan di sertakan
dengan bukti-bukti agar mendukung untuk kepemilikan tanahnya yang

tidak memiliki sertipikat.
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NOMOR : 02/PPS/002-81.71/VII/2014

Pada hari ini sélasa, tanggal dua bulan juli tahun dua ribu empat t

bertandatangan di bawah ini

I. Nama Ny.Frida Johanna Manuputty, Umur 79 Tahun pekerjaan

Piere Tendean, Negeri Halong Kecamatan Baguala, Kota Ambor

elas (2 Juli 2014), yang

wiraswasta, Alamat Jalan
1,Provinsi Maluku. dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan seluruh ahli waris dari Almarhum

Benjamin Manuputty, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
L.

Selanjutnya dlsebut sebagai PIHAK KEDUA

Nama Ny. Lady Yauwerissa, Umur 57 Tahun Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln,
WR Supratman, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Smmau Kota Amb

on, Provinsi Maluku ;

Berdasarkan Berlta Acara Med1a31 tertanggal 2 Juli 2014 Nomor 06/BA.71.81/VI11/2014. Telah

dicapai penyelalsalan secara damai terhadap sengketa penerbitan

lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasai Tertanggal 19 Oktober

diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberlan Hak Milik G

Tingkat I Provinsi Maluku Nomor 131/3/HMB/KMA/Prona /Swd /8
tumpang tindih diatas tanah SHM Nomor 704/Halong tanggal 15 Dese
“lebih lanjut diuraikan didalam Gambar Situasi Nomor 318/MT/78 ta;
Yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala D

&
b

Tanggal 19 Oktober 1983 yang terdaftar atas nama Alm Benjamin }

SHM Nomor 167/Halong
Vianuputty seluas 313 M2
983 Nomor 165/83 yang
jubernur Kepala Daerah

3 yang diterbitkan secara

mber 1979 ,seluas 500.M?
nggal 16 Desember 1978
aerah Tingkat I Maluku

Nomor 398/HM/MT/ 1979 Tanggal 9 Agustus 1979, dengan sarat dan ketentuan sebagai berikut :
Pasal I

Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyatakan dengan bebas atau fanpa paksaan dari pihak
manapun agar pihak BPN RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Maluku Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dapat rnemprose$ pembatalan terhadap
SHM Nomor 167 tanggal 19 Oktober 1983 atas tanah seluas 313.M ysng terdaftar atas nama
Almarhum Benjamin Manuputty, mengikuti Ataran Pertanahan yang berlaku dengan sarat pihak
kedua membayar biaya ganti rugi atau biaya kerahiman atas Jasa Pihak Pertama menjaga dan
merawat tanah tersebut sehingga sampai saat ini bidang tanah tersebut tidak diserobot atau
) dlgunakan secara melawan hukum oleh pihak ketiga . "

Pasal 14

Bahwa Pihak Kedua dalam Kapasitas sebagai Pemegang SHM Nomor 704 bersedia dengan
Suka Rela atau tanpa paksaan dari Pihak manapun untuk memberikan pembayaran biaya ganti
rugi atau biaya kerahiman atas jasa pihak pertama yang telah merawat dan menjaga tanah
tersebut, dengan nilai uang sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang dibayar tunai
sekaligus sebagai sarat atas kesedian pihak pertama yang dengan Suka Rela menyerahkan kepada
Pihak BPN RI untuk memproses pembatalan SHM Nomor 167 yang diterbitkan secara tumpang
tindih diatas tanah Hak Milik Nomor 704 atas nama pihak pertama .dan Surat Perjanjian
Perdamaian ini merupakan tanda bukti sah atas pelunasan uang jasa untuk pihak pertama dalam
- merawat dan menjaga tanah tersebut .



Pasal IIT

Bahwa mulai hari ini Pihak Pertama mengakui bahwa tanah objek sengketa sesuai sertipikat Hak

~ Milik Nomor 704/Halong adalah milik dari Pihak kedua, serta pihak pertama berjanji untuk

tidak lagi mempersoalkan status hukum hak atas tanah tersebut kepada Lembaga Hukum/pihak

| yang berwajib manapun karena Pihak Pertama Menyadari bahwa penerbitan SHM Nomor 167

atas nama Alamarhum Benjamin Manuputty adalah diatas tanah Hak Milik dari Pihak Kedua
sesuai SHM Nomor 704/Halong. ‘

Pasal IV

Bahwa mulai hari ini hak atas tanah pihak pertama termasuk didalamnya hak dari seluruh ahli
waris Benjamin Manuputty sebagai pemegang SHM Nomor 167 dinyatakan gugur secara
hukum dan bila dikemudian hari ternyata terdapat adanya tuntutan dati ahli waris lain kepada
pihak kedua, maka hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum pihak Pertama.

Pasal V . g

Bahwa dalam rangka mengantisipasi adanya akibat hukum yang d1t1mbulkan dalam perjanjian
damai sengketa tanah SHM Nomor 167/Halong ini, para pihak sepakat memilih domisili pada
Wilayah hukum Kantor Pengdilan Negari Ambon di Ambon

Demikianlah perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari
Pihak manapun dihadapan Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Kantor Pertanahan Kota
Ambon selaku mediator untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestiny;?l.

PIHAK PERTAMA 'PIHAK KEDUA

Ny.Farida J.Manuputty. - | Ny Lady huwerissa .

MENEGETAHUI :

A.N. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon

Kegg&a@ 1 Sengketa, Konflik Dan Perkara
EW g s "






